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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  

PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL  

DEBITUR DINYATAKAN PAILIT 

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA 

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis agunan yang dibebankan pada benda 

bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud, serta benda tidak 

bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kreditur 

pemegang jaminan fidusia berhak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

apabila debitur cedera janji atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. 

Walaupun kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak atas benda yang 

menjadi objek jaminan atas piutangnya, tidak menghilangkan kemungkinan untuk 

kreditur separatis digugat atas eksekusi benda objek jaminan fidusia yang menjadi 

haknya. Berdasarkan uraian tersebut, muncul pokok permasalahan bagaimana 

kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan 

hukum yang dimiliki kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debitur dinyatakan 

pailit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan kepustakaan. Dengan memperhatikan teori keadilan, perlindungan 

hukum, jaminan serta kepailitan, kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki 

kedudukan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak untuk didahului dan hak 

eksekutorial atas benda objek jaminan fidusia. Kreditur pemegang jaminan fidusia 

juga dapat menjadi pemilik atas benda objek jaminan fidusia. Kreditur pemegang 

jaminan fidusia berhak atas perlindungan hukum preventif berupa pengumuman 

kepailitan debitur pailit serta objek jaminan fidusia dapat dieksekusi sendiri diluar 

eksekusi harta pailit lainnya, dan perlindungan represif berupa actio paulina dan 

paksa badan.  

Kata Kunci: Debitur Pailit; Jaminan Fidusia; Kedudukan Hukum; Kreditur 

Separatis, Perlindungan Hukum 

Indralaya, April 2022 

Mengetahui, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekarang ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri, sesuai 

dengan pernyataan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto, 

dalam Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.1 Dengan begitu 

tidak heran jumlah perusahaan di Indonesia semakin lama semakin bertambah. 

Tercatat per Juni 2021, terdapat 738 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.2 BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang 

sumber modal terbesarnya adalah dari pihak swasta dengan tujuan mencari 

keuntungan.3 Selain bertujuan mencari keuntungan, sektor swasta juga berguna 

membantu mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat Indonesia.  

Sektor swasta memiliki peran penting dalam perekonomian nasional 

dalam hal memberikan lapangan kerja untuk masyarakat.4 Namun ruang lingkup 

sektor swasta terbatas. Swasta dapat mengelola bidang terkait sumber daya

 
1Humas, Indonesia Masuk Kategori Negara Industri, 

https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri, diakses 

pada 26 Oktober 2021. 
2 Pipit Ike, Ada 26 Pencatatan Saham Baru, Total 738 Perusahaan Tercatat di BEI, 

https://www.liputan6.com/saham/read/4616919/ada-26-pencatatan-saham-baru-total-738-

perusahaan-tercatat-di-bei, diakses pada 26 Oktober 2021. 
3Bitas, BUMS: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya LENGKAP, 

https://www.gurupendidikan.co.id/bums/, diakses pada 11 September 2021. 
4 Ilham Chairul, Pengertian BUMS dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia, tirto.id, 

https://tirto.id/pengertian-bums-dan-perannya-dalam-perekonomian-indonesia-gau2, diakses pada 

11 September 2021.  

https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri
https://www.liputan6.com/saham/read/4616919/ada-26-pencatatan-saham-baru-total-738-perusahaan-tercatat-di-bei
https://www.liputan6.com/saham/read/4616919/ada-26-pencatatan-saham-baru-total-738-perusahaan-tercatat-di-bei
https://www.gurupendidikan.co.id/bums/
https://tirto.id/pengertian-bums-dan-perannya-dalam-perekonomian-indonesia-gau2
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ekonomi, namun tidak pada sumber daya yang menguasai hidup orang banyak. 

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sumber daya 

yang menguasai hidup orang banyak berada pada kekuasaan negara. Salah satu 

faktor suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik adalah dilihat dari 

permodalan perusahaan tersebut.  

Pengertian modal yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah aset perusahaan baik dalam 

bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. 

Modal sebuah perusahaan dapat diperoleh dari para penanam modal atau melalui 

pinjaman. Modal yang didapatkan melalui pinjaman dapat disertakan dengan 

perjanjian tambahan (perjanjian accesoir) berupa jaminan yang diperuntukan untuk 

menjamin pelunasan utang apabila suatu keadaan dimana debitur wanprestasi atau 

tidak dapat mengembalikan modal pinjaman, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. 

Apabila debitor tidak dapat memenuhi perjanjiannya atau berlaku wanprestasi, 

kreditur dapat mengambil objek jaminan sebagai bentuk pelunasan utang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

M.Bahasan pun mengartikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh 

debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu utang piutang.5 Jaminan menjadi hal 

yang disyaratkan oleh Lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) dalam 

pemberian pinjaman modal kepada pencari modal apabila ingin mendapatkan 

pinjaman atau tambahan modal baik jangka panjang ataupun jangka pendek. 

 
5 Zaeni Asyahadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia Kajian 

Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 3. 
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Terdapat berbagai bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia, jika dilihat 

berdasarkan objek jaminannya, jaminan dibedakan menjadi jaminan dengan benda 

bergerak dan benda tidak bergerak.  

Jaminan yang dapat dibebankan kepada benda bergerak adalah jaminan 

fidusia dan jaminan gadai. Sedangkan jaminan yang dapat dibebankan kepada 

benda tidak bergerak adalah jaminan tanggungan dan jaminan hipotek. Dengan 

membebani benda bergerak dengan jaminan fidusia, benda yang menjadi objek 

jaminanya tetap dapat dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia, karena jaminan 

fidusia tidak menganut asas inbezitstelling, yaitu asas yang membuat benda objek 

jaminan gadai harus berada dikekuasaan penerima gadai. Karena itu jaminan fidusia 

sering digunakan para perusahaan untuk mendapatkan modal sekaligus tetap dapat 

menggunakan objek yang menjadi jaminan sehingga tidak mempengaruhi fungsi 

benda tersebut di dalam perusahaan. 

Sangat normal untuk suatu perusahaan mencari pinjaman atau 

penambahan modal demi untuk menjalankan perusahaannya. Namun, tidak jarang 

suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pinjaman modal 

berupa kredit yang dimilikinya. Pilihan terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditur 

yang ingin menagih piutang dari debitur yang telah cedera janji adalah dengan 

pengajukan permohonan PKPU atau pailit. Ekawahyu Kasih, Anggoga Satgas 

Moratorium Kepailitan dan PKPU Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 

mengemukakan terdapat 1.298 kasus PKPU dan kepailitan sepanjang periode 
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Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.6 Hal tersebut menunjukan bahwa banyak 

perusahaan yang melakukan cedera janji atau wanprestasi. 

Kasus yang melibatkan PT. Tripanca Group yang sedang dalam proses 

pailit dengan PT. Bank Ekspor Indonesia, PT. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank 

Mega, dan Duetche Bank sebagai krediturnya. Sebelumnya, tidak terdapat hal yang 

membuat para pihak merasa dirugikan, sampai saat salah satu kreditur separatis dari 

PT. Tripanca Group yaitu PT. Bank BRI yang mengeksekusi objek jaminan fidusia 

sesuai dengan Sertifikat Fidusia Nomor W6.3975.HT.04.06.TH.2008/STD. Namun 

setelah Bank BRI mengeksekusi objek jaminan tersebut, PT. Bank BRI digugat oleh 

kurator yang mengurus pemberesan harta pailit, karena dianggap mengeksekusi 

objek jaminan tanpa memberikan rincian penerimaan jumlah pelunasan, dokumen 

penjualan dan dokumen-dokumen eksekusi terkait lainnya, serta PT. Bank BRI 

diminta untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan kepada PT. 

Tripanca Group dan kreditur preferen. Namun setelah diputuskan yang menyatakan 

Bank BRI bersalah, di lakukan peninjau kembali dimana Mahkamah Agung 

memutusan bahwa Bank BRI tidak bersalah dalam perkara tersebut.7    

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa walaupun pengaturan UU 

Kepalitan & PKPU telah mengatur hak dan kewajiban kreditur dalam hal debitur 

dinyatakan pailit, tidak menutup kemungkinan untuk kreditur dalam hal ini kreditur 

separatis lepas dari anggapan bersalah atas haknya sendiri. Dari uraian latar 

 
6 Ferry Sandi, Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya, , CNBC 

Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-

bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya, diakses pada 26 Oktober 2021. 
7 Mahkamah Agung, Putusan No. 104 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 1-11.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya
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belakang tersebut, hal tersebut tentunya menjadi bahasan yang menarik untuk 

dibahas dan diteliti lebih lanjut kedudukan kreditur separatis terkhusus kreditur 

dengan jaminan fidusia serta perlindungan yang berhak diterima kreditur pemegang 

jaminan fidusia apabila debiturnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. 

Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini akan dialakukan analisis hukum 

yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan 

Fidusia dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan 

Pengadilan Niaga”. 

B. Rumusan Masalah  

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut, maka berikut permasalahan yang 

penulis bahas dalam proposal skripsi ini, antara lain: 

1. Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur 

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan 

fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

niaga? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditur pemegang hak 

jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan niaga. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur 

pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan 

putusan pengadilan niaga. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan proposal skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis proposal skripsi ini dapat memperluas referensi ilmu 

pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus dalam bidang hukum jaminan dan 

hukum kepailitan. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi 

penulis lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa dalam 

perkembangan hukum bisnis di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi:  

1. Kreditur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami 

bahwa debitur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas 

piutangnya.   

2. Debitur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami 

bahwa debitur memiliki tanggung jawab membayar utang kepada 

kreditur.  

3. Hakim Pengadilan Niaga, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

membantu hakim pengadilan niaga dalam penyelesaikan sengketa 
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kepailitan terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur 

serta hak dan kewajiban para pihak dalam perkara kepailitan.  

4. Kurator, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu kurator 

dalam melakukan fungsinya pada proses pemberesan dan pengurusan 

harta pailit debitur pailit, terkhusus mengenai hak, kewajiban serta 

perlindungan hukum kreditur separatis pemegang hak jaminan fidusia.  

5. Hakim Pengawas, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

hakim pengawas dalam melakukan fungsinya pada proses pengawasan 

pemberesan dan pengurusan harta pailit, terkhusus mengenai 

perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak 

jaminan fidusia.  

6. Advokat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu advokat 

dalam menjawab permasalahan terkait kepailitan terkhususnya 

mengenai perlindungan hukum bagi kreditur serta mengenai hak dan 

kewajiban para pihak dalam kepailitan yang dialami oleh kliennya.  

7. Masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban yang dimiliki para 

pihak dalam proses kepailitan.  Sehingga diharapkan masyarakat dapat 

mengerti hak dan kewajiban apabila menjadi pihak dalam proses 

kepailitan. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan  

Teori – teori hukum alam yang dikemukakan oleh Socretes hingga Francois 

Geny, mengemukakan mahkota hukum adalah keadilan. Teori hukum alam 

mengutamakan “the search for justice”.8 Teori keadilan mengemukakan mengenai 

hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara 

pengertian teori keadilan menurut para ahli, terdapat pendapat John Rawls dengan 

prespektif “liberal – egalitarian of social justice”, dimana menurutnya keadilan 

adalah alasan utama terbentuknya institusi – institusi sosial (social institutions), 

namun kebaikan untuk setiap orang tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari 

setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah 

pencari keadilan.9 Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip – prinsip 

keadilan dengan konsep “posisi asali” (original position) dan “selubung 

ketidaktahuan” (veil of ignorance).  

Pengertian “posisi asali” yang dimaksudkan Rawls adalah ekulibrium 

reflektif yang didasari oleh rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), serta 

persamaan (equality) dengan tujuan mengatur struktur dasar masyarakat (basic 

structure of society).10 Sehingga menurut John Rawls setiap masyarakat memiliki 

situasi yang sama dan sederajat, tidak ada pembedaan status, kedudukan atau posisi 

yang lebih tinggi satu dari yang lain. Sedangkan yang diartikan sebagai “selubung 

 
8 Carl Joachim Friedrich, 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan 

Nusamedia. Bandung. hlm. 24. 
9  Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 

Nomor 1, hlm.140. 
10 Ibid.   
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ketidaktahuan” adalah setiap orang dihadapkan kepada ketidaktahuan mengenai 

seluruh kebenaran serta keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk mengenai posisi 

sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep mengenai 

keadilan yang tengah berkembang.11 Rawls menyebutkan dalam posisi asali, para 

pihak akan mengadopsi dua prinsip keadilan yaitu, pertama, setiap orang memiliki 

hak yang sama untuk terpenuhinya hak dan kemerdekaan dasarnya, serta 

kemerdekaan berpolitik yang dijamin dengan nilai-nilai yang adil; kedua, 

perbedaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dua kondisi, yaitu untuk jabatan 

serta posisi yang dibuka bagi setiap orang atas kondisi persamaan kesempatan yang 

adil dan manfaat sebesar – besarnya untuk masyarakat yang paling tidak 

diuntungkan.12 

Keadilan dalam proses kepailitan dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang 

dimiliki setiap pihak dalam proses sengketa kepailitan, dimana setiap pihak 

memiliki hak yang sama untuk dipenuhinya segala haknya dalam proses kepailitan. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang 

mengusahakan pembayaran atas tagihannya dengan tidak memperdulikan kreditor 

lainnya serta kesewenangan debitur yang tidak jujur selama proses kepailitan 

sehingga merugikan para krediturnya. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah upaya melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang melanggar 

 
11 Ibid.  

12  Ibid, hlm. 143.  
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peraturan perundang-undangan, demi mencapai ketertiban dan ketentraman.13 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian 

pengayoman kepada masyarakat terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh 

orang lain agar masyarakat tersebut dapat menikmati seluruh hak yang diberikan 

oleh hukum.14  

Fitzgerald mengutip pengertian teori perlindungan hukum dari Salmond, 

bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasi serta mengkoordinasi berbagai 

kepentingan masyarakat, dengan berbagai cara termasuk dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan dilain phak.15 Perlindungan hukum merupakan suatu 

perlindungan yang diperuntukan kepada subjek hukum yang bersifat preventif 

maupun represif, baik yang lisan maupun tulisan.16 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungaan hukum preventif adalah perlindungan hukum 

yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu 

pelanggaran dilakukan. Hal ini diwujudkan dalam peraturan 

perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu 

pelanggaran dilakukan serta memberikan batasan - batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif 

merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi 

 
13 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3. 
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT.Citra Aditiya Bakti, 2000, hlm. 53. 
15 Selly Oktaria, Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian 

Baku Jasa Laundry di Kota Palembang, Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019, 

hlm.15. 
16Anonim, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 

https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada 20 

Oktober 2021. 
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hak seseorang dari pelanggaran oleh pihak lain secara melawan 

hukum.  

Perlindungan hukum preventif dalam hal perlindungan hukum 

para pihak dalam kepailitan teruang dalam Undang – Undang No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang 

yang berasas keadilan diamana pengaturan UU Kepailitan dan PKPU 

betujuan memberi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan 

dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan para pihak.   

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif perlindungan akhir yang bisa 

diberikan hukum berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran. 

Penyelesaian dalam perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh 

badan yang berwenang baik secara absolut ataupun relatif. Bentuk 

penyelesaian dalam perlindungan hukum represif dapat berupa 

litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang secara 

absolut dan relatif. Dalam penyelesaian sengketa kepailitan, 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, peradilan 

yang berwenang adalah peradilan niaga yang berada di 5 pengadilan 

negeri yang tersebar di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta, 

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan 

Negeri Makasar, dan Pengadilan Niaga Surabaya. 
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Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah 

penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Dalam 

penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan arbitrase. 

Hal ini terdapat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepalitan & 

PKPU, dimana penjelasan tersebut menyebutkan penyelesaian 

kepailitan selain Pengadilan Niaga adalah arbiter atau majelis 

arbitrase.   

3. Teori Jaminan 

Fidusia berasal dari kata “fides” yang memiliki arti kepercayaan.17 

Sehingga hubungan hukum yang terjalin antara kreditur dan debitur pada 

berjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. 

Menurut Rinda Asytuti, jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur 

atau pihak ketiga yang merupakan alat pembayaran apabila debitur 

wanprestasi.18 Mariam Darus mengartikan jaminan sebagai suatu tanggungan 

yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada debitur sebagai jaminan 

untuknya dapat melaksanakan kewajiban dalam suatu perikatan.19 Menurut 

Zaeni, jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yaitu untuk pembayaran 

utang apabila terjadi wanprestasi, yaitu dengan menjual objek jaminan tersebut; 

dan sebagai indicator penentu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada 

pihak debitur oleh krestiru.  

 
17 Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, 

Jurnal Independen, Volume 1 No. 1, 2013, hlm. 45. 
18 Rinda Asytuti, Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, 

Pekalongan, CV Duta Media Utama, 2015, hlm. 135.  
19 Ibid, hlm. 2.   
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Penggolongan jaminan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

berdasarkan cara terjadinya, bentuk golongan, objek jaminan, serta sifat 

jaminannya. Apabila berdasarkan objeknya, jaminan dibedakan menjadi 2, yaitu 

jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Jaminan 

atas benda bergerak dapat berupa jaminan fidusia dan jaminan gadai. Sedangkan 

jaminan atas benda tidak bergerak dapat berupa jaminan tanggungan dan 

jaminan hipotek.  

Jaminan fidusia sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan 

hak milik berdasarkan kepercayaan.20 Hal ini dikarenakan hubungan yang terjadi 

antara debitur dengan kreditur dilandasi atas asas kepercayaan. Munir Fuady 

mengemukakan terdapat beberapa prinsip utama jaminan fidusia, yaitu:21 

1. Secara rill, pemegang fidusia hanya memiliki hak sebagai pemegang 

jaminan, tetapi bukan sebagai pemilik yang sebenarnya atas objek 

jaminan tersebut; 

2. Hak eksekutorial pemegang fidusia hanya aka nada apabila debitur 

wanprestasi atas utangnya; 

3. Apabila utang sudah dilunasi oleh debitur, maka hak atas objek 

jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemberi fidusia; 

 
20 Ahmad Sanusi, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan 

Normatif) The Registration Of Fiduciary And The Legal Consequences (A Review of Normative), 

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7, No. 1, 2013, hlm. 74.  
21 Zaeni Asyahadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia Kajian 

Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 158.  
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4. Apabila dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, jika hasil 

penjualannya melebihi jumlah utang debitur, maka sisa hasil penjualan 

merupakan hak debitur.  

Para pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia adalah mereka yang 

mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu pihak pemberi 

fidusia dan penerima fidusia.22 Sehingga, dengan prinsip jaminan fidusia 

tersebut serta pengertian dan asas dalam jaminan fidusia, jaminan fidusia 

tergolong kedalam jaminan khusus yang bersifat kebendaan, yang memberikan 

hak preferen bagi krediturnya terhadap pelunasan utang oleh debitur. 

4. Teori Kepailitan 

Algra mengartikan kepailitan sebagai “Faillissementis een gerechtelijk 

beslag op het gehele vermogen wan een schuldenaar ten behove wan zijn 

gezamenlijke schuldeiser”23 yaitu suatu sitaan umum atas seluruh harta 

kekayaan debitur dalam hal untuk melunasi utang – utangnya kepada kreditur. 

Henry Campbell Black mengartikan kepailitan sebagai kondisi dimana debitur 

tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur sebagaimana seharusnya.24 

Pengertian kepailitan menurut Hadi Subhan adalah suatu putusan pengadilan 

yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang telah 

ada ataupun yang akan ada.25  

 
22 Ibid, hlm. 171.  
23  Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Dalam: 

Algra, N.E. inleading tot Het Nederlands Privaatrecht, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.1 
24  Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Dalam: 

Henry, C.B. Black’s Law Dictionary, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.1.  
25 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta, 

Kencana, 2019, hlm.1. 
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Hadi Subhan lebih lanjut menjelaskan kepailitan sebagai pelaksanaan 

lanjutan dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte 

dalam lingkup hukum harta kekayaan (vermogensrechts).26 Prinsip paritas 

creditorium berarti seluruh kekayaan debitur baik yang berupa benda bergerak 

atau tidak bergerak, yang telah ada atau yang akan ada adalah benda yang 

digunakan dalam penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip pari passu prorate 

parte memiliki pengertian bahwa harta kekayaan debitur tersbut merupakan 

jaminan yang diperuntukan kepada kreditur dengan pembagian secara 

professional, kecuali diatur lain dalam undang – undang. Hadi juga berpendapat 

bahwa kepailitan merupakan suatu jalan keluar dalam persoalan utang piutang 

apabila debitur tidak dapat membayar utang – utangnya kepada kreditur yang 

bersifat komersial.27  

Lembaga kepailitan memiliki fungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian 

kewajiban debitur terhadap kreditur – krediturnya dengan lebih efektif, efisien, 

serta professional. Harold F. Lusk menjelaskan fungsi kepailitan yaitu, pertama, 

sebagai pelindung kreditur dari kreditur lainnya; kedua, sebagai pelindung 

kreditur dari debitornya, ketiga, serta sebagai pelindung debitur yang jujur 

terhadap krediturnya yang tidak beritikad baik.28 Peter J.M menjelaskan bahwa 

kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak dapat membayarkan utang 

 
26 Ibid, hlm.3.  
27 Ibid, hlm. 2.  
28 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Dalam: 

Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Jakarta, Kencana, 2019, 

hlm.3. 
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– utangnya kepada para krediturnya.29 Pada dasarnya filosofi dari kepailitan 

merupakan mekanisme pendistribusian aset debitur kepada para krediturnya 

dengan adil dan merata dalam hal debitur tidak memiliki kemampuan untuk 

membayar kewajiban – kewajibannya kepada para krediturnya.30  

Praktik kepailitan di Indonesia tidak dibedakan secara substantif antara 

kepailitan atas subjek hukum orang (natuurelijke persoon) dengan badan hukum 

(rechtpersoon).31 Jika dikaji lebih dalam, terdapat norma yang hanya dapat 

diberlakukan dalam kepailitan terhadap orang dan tidak dapat diberlakukan 

dalam kepailitan terhadap badan hukum dalam hal ini perseroan terbatas. 

Begitupun sebaliknya, terdapat norma yang hanya dapat diberlakukan dalam 

kepailitan terhadap perseoran terbatas namun tidak dapat diberlakukan dalam 

kepailitan terhadap orang, namun dalam praktik di pengadilan niaga, 

menunjukkan bahwa mayoritas subjek hukum yang dimohonkan dalam perkara 

kepailitan adalah perseroan terbatas.32 Sehingga kepailitan merupakan salah satu 

cara dalam penyelesaian perkara utang – piutang antara para pihaknya dimana 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para krediturnya yang 

dilakukan di bawah wewenang pengadilan niaga, dengan output berupa putusan 

dinyatakan pailit atau ditolaknya permohonan pailit suatu subjek hukum. 

 

 

 
29  Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Dalam: Peter 

J.M, Netherlands Insolvency Law, The Netherlands bankruptcy Act and The Most Important 

Legal Concept, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.4 
30  Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, hlm. 7. 
31 Ibid, hlm. 12.   
32 Ibid, hlm.13. 
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F. Metode Penelitian 

Guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam proposal skripsi ini, diperlukan menggunakan metode penelitian 

yang sesuai agar didapatkan bahan serta kesimpulan yang tepat. Sehingga dalam 

penelitian ini digunakan medote penelitian berupa: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif. Penelitan yuridis normatif adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka berupa bahan sekunder.s 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi 

ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah regulasi serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

ingin penulis pecahkan.33 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan 

hukum primer, sekunder serta tersier, yang berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

 
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2010, hlm.133. 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif 

atau memiliki otoritas, dapat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek); 

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; 

4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran Utang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi dan 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku, 

artikel ilmiah.34 Dalam penelitian ini digunakan bahan sekunder berupa buku-

buku mengenai jaminan terkhusus mengenai jaminan fidusia dan kepailitan, 

jurnal hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur separatis, jurnal 

ilmiah mengenai kedudukan kreditur separatis dan akibat hukum kepailitan 

suatu perusahaan terhadap para kreditur, serta sumber tertulis lain yang 

menunjang mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung terhadap bahan hukum 

premier dan sekunder dengan memberikan penjelasan lebih. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain internet, artike, media 

 
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas 

Indonesia, 2006, hlm. 132-133. 
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informasi berupa koran atau majalah serta sumber lain yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan bahan dalam suatu penelitian merupakan hal krusial yang 

harus dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan yang tepat, agar bahan yang 

didapatkan merupakan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan, 

yaitu pengumpulan data dan informasi dari bahan penelitian yang dapat dijumpai 

di perpustakaan atau online, seperti peraturan perundang-undangan, buku 

referensi, hasil penelitian, artikel, catatan serta jurnal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti.  

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Bahan yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, pada dasarnya 

merupakan bahan tataran yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu bahan dikumpulkan lalu dituangkan dalam bentuk uraian yang 

logis dan sistemastis, lalu dianalisis untuk didapatkan penjelasan penyelesaian 

masalah yang akan diteliti untuk kemudian disimpulkan. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan penafsiran hukum, yaitu: 

a. Penafsiran autentik, adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat 

Undang – Undang; 

b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan mencari hubungan satu 

pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang – Undang;  
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c. Penafsiran teologis, merupakan penafsiran dengan cara melihat tujuan 

Undang-Undang tersebut dibuat, melihat kebutuhan masyarakat yang 

turut berubah seiring berjalannya waktu namun ketentuan Undang – 

Undang tersebut tidak berubah; 

d. Penafsiran fungsional, merupakan interpretasi bebas yang tidak terikat 

sepenuhnya terhadap kalimat atau kata – kata dalam peraturan, melainkan 

mencoba memahami tujuan suatu peraturan dibuat dengan menggunakan 

sumber lain yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan adalah teknik yang digunakan pada tahap 

terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini dengan hasil berupa jawaban atas 

rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan 

dari bahan penelitian yang bersifat umum ke bahan penelitian yang bersifat 

khusus dari bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya secara sistematis. 

G. Sistematika Penulisan  

Penulis membuat seluruh materi pembahasan penelitian secara sistematis 

kedalam 4 bab, yang akan menguraikan permasalahan secara lebih khusus ditiap 

bab dan tetap saling berkaitan satu sama lain. Berikut uraian singkat dari ke-4 bab 

tersebut: 
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BAB I: PENDAULUAN  

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab II mengenai tinjauan Pustaka akan diuraikan mengenai tinjauan 

Pustaka mengenai perlindungan hukum kreditur jaminan fidusia dan pernyataan 

pailit suatu perusahaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin para 

ahli, serta jurnal hukum. Yang mana akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban 

kreditur dan debitur dalam perikatan jaminan fidusia, akibat hukum pernyataan 

pailit suatu perusahaan, serta perlindungan hukum bagi kreditur jaminan fidusia. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Bab III: pembahasan akan memuat penjabaran dari rumusan masalah yang 

ada yaitu kedudukan kreditur pemegang hak fidusia dalam hal debitur dinyatakan 

pailit, serta perlindungan hukum yang merupakan hak dari kreditur pemegang hak 

fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit. 

BAB IV: PENUTUP  

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang 

telah dibahas dalam skirpsi ini sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini. 
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